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	Persoalan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh belum juga terselesaikan hingga saat ini. Qanun
bendera dan lambang Aceh ini telah disahkan dan telah disusun melalui tahapan sesuai dengan Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang
Tata Cara Pembentukan Qanun. Namun Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri mengintruksikan Pemerintah Aceh untuk sedikit
merubah penempatan bendera yang mana ditetapkan Bulan-Bintang menjadi bendera Aceh. Belum lagi selesai permasalahan antara
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam hal kata sepakat untuk Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini, Pemerintah Aceh
harus berhadapan dengan sebagian masyarakat yang menolak penempatan Bulan-Bintang menjadi bendera Aceh. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, untuk mengetahui pro kontra dan
penolakan Pemerintah Pusat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan
penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRA periode 2009-2014 telah melakukan proses penyusunan Qanun Nomor 3 Tahun
2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sesuai tahapan yang tertuang pada Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun. Namun, setelah dilakukan pengesahan Pemerintah Pusat menolak Qanun Bendera dan Lambang Aceh karena
bertentangan dengan hirarki perundang-undangan tepatnya pada PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang tidak dibenarkannya
menggunakan bendera daerah yang menyerupai bendera separatis. Kemudian juga adanya penolakan dari sebagian masyarakat
Aceh, namun hal ini adalah sebuah dinamika yang biasa terjadi dalam Negara Demokrasi. 
Kata Kunci : Qanun Bendera dan Lambang Aceh, proses penyusunan, PP Nomor 77 Tahun 2007.
